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Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran kepolisian dalam upaya pencegahan peredaran narkoba melalui jalur
perairan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia menghadapi tantangan
besar dalam mengawasi wilayah perairannya dari aktivitas penyelundupan narkoba. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi yang diterapkan oleh kepolisian, khususnya
Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) dalam menanggulangi peredaran narkoba melalui jalur laut.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris
dan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu
dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah mengembangkan
beberapa strategi untuk mencegah peredaran narkoba melalui jalur perairan, antara lain: penguatan
koordinasi antar-lembaga, penggunaan teknologi pengawasan modern, patroli rutin di wilayah-
wilayah rawan dan pelatihan khusus bagi personel. Namun penelitian juga menemukan beberapa
kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, luasnya wilayah perairan yang
diawasi, serta kompleksitas modus operandi penyelundupan terus berkembang. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa peran kepolisian dalam pencegahan peredaran narkoba melalui jalur perairan
masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas institusional, peningkatan anggaran
operasional, modernisasi peralatan serta penguatan kerja sama regional dan internasional.
Rekomendasi meliputi peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi
masyarakat dalam sistem pelaporan, dan kerja sama antar negara-negara tetangga dalam operasi
gabungan pengawasan perairan.

Kata kunci: Polisi Perairan, Peredaran Narkoba, Wilayah Perairan.

Abstract
This research examines the role of the police in efforts to prevent drug trafficking through waterways
in Indonesia. As the largest archipelagic country in the world with a long coastline, Indonesia faces
significant challenges in monitoring its waters against drug smuggling activities. This study aims to
analyze the effectiveness of the strategies implemented by the police, particularly the Water Police
Directorate (Ditpolair), in tackling drug trafficking through maritime routes. The research method used
is empirical legal with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and
documentation studies. The research informants include police personnel from the Ditpolair, the
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National Narcotics Agency (BNN), and other related agencies involved in supervising water areas. The
research results indicate that the police have developed several strategies to prevent drug circulation
through waterways, including: strengthening inter-agency coordination, the use of modern surveillance
technology, routine patrols in vulnerable areas, and specialized training for personnel. However, the
research also found several significant challenges such as limited human resources and equipment, the
vastness of the waterways that need to be monitored, and the complexity of the increasingly evolving
smuggling modus operandi. This study concludes that the role of the police in preventing drug
trafficking through waterways still needs to be improved by strengthening institutional capacity,
increasing operational budgets, modernizing surveillance equipment, and enhancing regional and
international cooperation.

Keywords: Water Police, Drug Trafficking, Maritime Area.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah laut terluas di
dunia, luas lautan 5,8 juta km? terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km?, luas
perairan kepulauan 2,95 juta km?, dan luas zona ekonomi eksklusif Indonesia 2,55
juta km?).1 Indonesia rentan terhadap peredaran gelap narkoba karena berbagai
faktor, seperti letak geografis sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar
85.000 km, serta perbatasan laut yang terbuka. Kerentanan ini diperparah oleh
kondisi geopolitik, demografis, sosial ekonomi, arus informasi, globalisasi,
modernisasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat.? Berkenaan dengan letak
geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi potensi sebagai
daerah transit, bahkan tempat tujuan (destination) dari peredaran Narkoba.3

Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan Internasional (International Crime),
kejahatan yang terorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas,
mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang
canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik,

psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.*

1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN/2015
Tentang Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

2Sukoco, dkk., Peran Korps Kepolisian Perairan Dan Udara (Korpolairud) Dalam Menjaga
Keamanan Di Wilayah Selat Sunda, Jurnal Strategi Pertahanan. Vol 8, Nomor 2, 2022, hlm. 61.
https://core.ac.uk/download/pdf/595551899.pdf.

3Nalindro, dkk., Peran Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Lintas Negara Dikawasan
Perbatasan Indonesia-Malaysia, 2022, hlm. 1141.

4 Soedjono A, Patologi Sosial, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 41.
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Dilihat wilayah pesisir perairan Tanjung Balai di Sumatera Utara menjadi akses
jalur masuk narkoba oleh sindikat internasional dari Malaysia. Kota Tanjung Balai,
yang terletak sekitar 184 km dari Medan, berada di pesisir timur Sumatera dan di
pertemuan Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Letak
geografis ini menjadikan Tanjung Balai sebagai jalur perdagangan internasional
yang ramai dan strategis, sekaligus rawan terhadap penyelundupan narkoba.>
Peredaran narkoba di wilayah perairan Tanjung Balai meluas akibat perbatasan laut
yang terbuka, banyaknya pelabuhan kecil ilegal yang sulit diawasi, serta jaringan
penyelundupan yang sudah terorganisir. Globalisasi dan kemajuan teknologi juga
mempermudah pengedar menjangkau target. Letak Pelabuhan Tanjung Balai yang
dekat dengan Selat Malaka menjadikannya jalur strategis masuknya narkoba dari
luar negeri. BNN mencatat bahwa 80% penyelundupan narkoba masuk melalui jalur
laut, termasuk melalui Tanjung Balai.

Sehingga berdasarkan penelusuran penulis bahwa hal ini seharusnya
tercermin dalam peran kepolisian dalam menangani permasalahan peredaran
narkotika, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Polri ditegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan,
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini Polisi diwajibkan
untuk memberantas Narkoba dan juga termasuk melindungi masyarakat dari
peredaran dan pemakaian Narkoba.t

Berdasarkan data badan narkotika tanjung balai bahwa sepanjang tahun 2023,
kasus peredaran narkoba melalui jalur perairan Tanjung Balai Pada bulan Januari
dan April tidak ditemukan kasus peredaran narkoba atau nihil. Namun, kasus mulai
terdeteksi pada bulan Februari dengan temuan 4 kilogram sabu, yang meningkat
tajam pada Maret dengan 20 kilogram sabu. Lonjakan signifikan terjadi pada bulan

Mei dan Juni, masing-masing dengan 137 kilogram dan 130,97 kilogram sabu yang

5 https: //www.kompasiana.com/wisnuandan Diakses 3 Oktober 2024 Pukul 16.03.

6 Raka Indra, Bambang, Oci, Penegakan Hukum Oleh Satuan Kepolisian Perairan Polres
Karawang Terhadap Pelanggaran Dokumen Kapal Nelayan Di Wi layah Kabupaten Karawang, 2021,
hlm. 3.
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berhasil diamankan. Pada bulan Juli, selain ditemukan 69 kilogram sabu, juga turut
diamankan 59 ribu butir ekstasi. Kasus peredaran narkoba terus berlanjut di bulan
Agustus dengan 21 kilogram sabu, kemudian meningkat kembali pada September
dengan temuan 84,7 kilogram sabu, dan ditutup pada Oktober dengan 30 kilogram
sabu. Sementara itu Polres Tanjung Balai memiliki beberapa tugas khusus yaitu: a.
Patroli rutin: Melakukan patroli laut secara berkala untuk mengawasi aktivitas
mencurigakan. b. Operasi khusus: Menyelenggarakan operasi-operasi tertentu
berdasarkan informasi intelijen tentang dugaan penyelundupan Narkoba.”

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyelundupan dan peredaran
gelap Narkoba, Polri telah melakukan kerjasama dengan Negara lain atau badan
Internasional secara Bilateral maupun Multilateral, baik Regional maupun

Internasional.

7Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
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Penulis Judul  Penelitian | Fokus dan Temuan | Keterbatasan/Ga | Rencana Kebaruan
No | danTahun | Terdahulu Utama p dalam | Penelitian (Novelty)
Penelitian Baru yang Ditawarkan
Terdahulu

1. | Muslim “Peran Kepolisian | Penelitian ini | Keterbatasan “Peran Kebaharuan
Fachri Ajsi | Terhadap menyoroti bahwa | belum banyak Kepolisian penelitian ini
Simatupan | Penanganan anggota Polri yang | membahas Dalam adalah fokus pada
g dkk. | Tindak Pidana | terlibat kasus | secara spesifik Pencegahan peran kepolisian
2025.8 Narkotika Oleh | narkotika diproses | pertanggungjaw | peredaran dalam mencegah

Anggota melalui peradilan | aban hukum dan Narkoba peredaran narkoba
Kepolisian Negara | umum sesuai UU | etika profesi Melalui dengan
Republik No. 2 Tahun 2002 | terhadap . pendekatan
Indonesia  (Studi | dan UU No. 35 | anggota Polri Wlla?’ah empiris di wilayah
Kasus Polisi Resor | Tahun 2009, serta | yang terlibat Pera.uran | hukum Polres
Labuhan Batu)” dikenai sanksi | narkotika, serta | TanjungBalai | Tapjyng Balai.

disiplin belum menyoroti (Studi

berdasarkan peran institusi Penelitian Di

Perkapolri No. 7 | kepolisian dalam | Wilayah

Tahun 2022. Hal | penanganan Hukum

ini  menunjukkan | internal kasus Kepolisian

bahwa anggota | tersebut secara Resort

kepolisian  tetap | komprehensif. Tanjung

tunduk pada Balai)”

hukum dan kode

etik profesi.

2. | Dhimas Aji | “Peran Ditpolair Fokos utama | Keterbatasan Peran penelitian ini
Prabowo2 | Baharkampolri Ditpolair =~ dalam | dalam penelitian | Kepolisian terletak pada fokus
0239 dalam Mencegah mencegah terletak pada | Dalam analisis terhadap

Tindak Pidana penyelundupan belum Pencegahan peran konkret
Penyeludupan narkotika via laut, | optimalnya Peredaran Kepolisian Resort
Narkotika Melalui | Temuannya pembahasan Narkoba Tanjung Balai
Jalur Laut menunjukkan terkait Melalui dalam mencegah
Nusantara”. masih adanya | implementasi . peredaran narkoba
hambatan seperti | langsun di Wilayah melalui  wilayah
p gsung ; y
keterbatasan lapangan, Pera.uran | perairan yang
personel, sarana | kurangnya data | TanjungBalai | penjadi jalur
patroli, dan | empiris dan | (Studi rawan
koordinasi analisis. Penelitian Di | penyelundupan.
antarlembaga Wilayah Penelitian ini
Hukum memberikan
Kepolisian gambaran aktual.
Resort
Tanjung
Balai)

3. | Al-Fath “Peran Polisi | Berfokus pada | Keterbatasan Peran Kebaruan yang
Akbar dalam peran Kkepolisian | dalam penelitian | Kepolisian ditawarkan
Pada Penanggulangan dalam terdahulu Dalam penelitian ini
202110 Peredaran penanggulangan terletak pada | pepcegahan adalah fokus pada

Narkotika Melalui | peredaran kurangnya data | paredaran peran spesifik
Jalur Perairan”. narkotika melalui | lapangan  yang Narkoba Polres Tanjung
jalur perairan, | mendalam, Melalui Balai dalam
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dengan latar | minimnya Wilayah mencegah
belakang analisis terhadap | Perairan peredaran narkoba
Indonesia sebagai | efektivitas Tanjung Balai | melalui jalur
negara kepulauan | strategi (Studi perairan, dengan
yang memiliki | kepolisian di | penelitian Di | Pendekatan
wilayah laut yang | daerah  rawan, Wilayah empiris yang
luas dan rentan | serta belum Huk menggambarkan
terhadap optimalnya 4 ur.n_ strategi lokal, pola
kejahatan  lintas | pembahasan Kepolisian koordinasi, dan
negara. Temuan | kerja sama ResQrt kendala yang
utamanya antarlembaga Tanjung dihadapi di
menunjukkan dalam Balai) wilayah

bahwa pengawasan perbatasan  laut
keterbatasan jalur perairan. yang rawan
pengawasan di penyelundupan.
wilayah

perbatasan  laut

menjadi tantangan

utama, sehingga

peran polisi sangat

penting dalam

deteksi dini,

patroli laut, serta

kerja sama lintas

sektor.

Berdasarkan hal di atas penulis melihat sejauh mana peran kepolisian dalam
pencegahan peredaran narkotika di wilayah perairan tanjung balai. Hal ini
dikarenakan kejahatan perdagangan dan peredaran Narkoba merupakan kejahatan
melewati batas negara atau lintas negara.!! Sehingga berdasarkan latar belakang

diatas terdapat permasalahan mengenai peran kepolisian dalam pencegahan

8 Muslim Fachri Ajsi Simatupang. Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Tindak Pidana
Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Polisi Resor Labuhan
Batu). Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Volume VIII, Nomor 1.
Januari 2025. https://ojs.unimal.ac.id /jimfh/.

9 Dhimas Aji Prabowo, Peran Ditpolair Baharkampolri dalam Mencegah Tindak Pidana
Penyeludupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara, Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana,
Universitas Kristen Indonesia, 2023. https://j-
innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6282.

10 Al-Fath Akbar, Peran Polisi dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur
Perairan, Jurnal Sekolah Tinggi Iimu Hukum. 2021.
http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1098.

11 ASEAN Documents Series: Jakarta The ASEAN Secretariat, 2005, him. 17-18.
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peredaran masuknya Narkoba melalui wilayah perairan Tanjung Balai. Maka dari itu

penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah
dalam Penelitian ini yaitu; Bagaimana peran kepolisian dalam pencegahan
Peredaran Narkoba melalui wilayah perairan Tanjung Balai dan Bagaimana
hambatan dan upaya kepolisian dalam pencegahan Peredaran Narkoba melalui
wilayah perairan Tanjung Balai.

Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif dengan
pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif,!? bertujuan untuk memperoleh
gambaran mendalam mengenai peran kepolisian dalam pencegahan peredaran
narkoba melalui wilayah perairan Tanjung Balai. Lokasi penelitian ditetapkan di
Polres Kota Tanjung Balai, dengan populasi mencakup pihak-pihak yang relevan
dalam penanganan narkoba. Sampel penelitian melibatkan informan seperti
Kapolres dan Kepala TNI-AL Tanjung Balai Asahan, serta responden yang terdiri dari
Kepala Sat Polairud, Kepala BNNK, dan masyarakat sekitar wilayah perairan.
Sumber data penelitian mencakup data primer dari hasil wawancara dan data
sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan referensi
ilmiah lainnya, serta data tersier berupa kamus hukum dan bahasa. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan
alat berupa dokumen hukum, wawancara terstruktur, serta analisis bahan hukum
yang relevan.!3 Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan interpretatif
guna menghasilkan pemahaman yang logis dan sistematis tentang efektivitas
hukum dalam konteks peran kepolisian mencegah narkoba masuk melalui jalur laut

Tanjung Balai.

12 Amirudin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Rajawali Pers,
2013, him. 37.
13 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2005, hlm. 27.
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Melalui Wilayah
Perairan Tanjung Balai

Kepolisian adalah inssitusi penegak hukum memiliki peran sentral dalam
menjaga keamanaan masyarakat. Namun, ditengah dinamika sosial yang kompleks
menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas kenerja dan
kepercayaan publik.1* Peran kepolisian mengungkapkan bahwa institusi ini
menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan reformasi holistik.
Transformasi kepolisian tidak hanya menyangkut perubahan struktur organisasi,
tetapi juga melibatkan pergeseran paradigma, budaya, dan relasi dengan
masyarakat.

Peran kepolisian dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat
sangatlah kompleks dan multidimensi. Sebagai institusi penegak hukum utama,
kepolisian memiliki tanggung jawab primer dalam menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat melalui berbagai fungsi preventif dan represif. Fungsi
preventif kepolisian diwujudkan melalui kegiatan patroli rutin, penyuluhan hukum
kepada masyarakat, serta pembinaan kamtibmas di tingkat komunitas untuk
mencegah terjadinya tindak pidana sebelum kejadian tersebut terjadi. Dalam
konteks penegakan hukum, kepolisian berperan sebagai penyelidik dan penyidik
yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti, menginterogasi saksi dan tersangka,
serta menyusun berkas perkara untuk diserahkan kepada kejaksaan. Proses ini
memerlukan keahlian khusus dalam teknik investigasi, forensik, dan pemahaman
mendalam tentang hukum acara pidana untuk memastikan bahwa proses
penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor yang benar.15

Kepolisian Resort Tanjung Balai memiliki peran strategis dan kompleks dalam

upaya pencegahan peredaran narkoba di wilayah perairan, mengingat posisi

14 Masetio, Keamanan Maritim Indonesia, Jakarta, Universitas Pertahanan Indonesia, 2022.
hlm. 7.

15 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya: Penerbit
Laskbang Grafika. 2007, hlm. 77.
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geografis Tanjung Balai yang berada di pesisir timur Sumatera Utara dan berbatasan
langsung dengan Selat Malaka. Wilayah perairan ini menjadi salah satu jalur transit
utama perdagangan narkoba internasional, khususnya yang berasal dari segitiga
emas Asia Tenggara menuju berbagai negara tujuan termasuk Indonesia.
Kompleksitas geografis wilayah perairan dengan ribuan pulau kecil, teluk, dan selat-
selat sempit menciptakan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum, sekaligus
memberikan peluang bagi sindikat narkoba untuk memanfaatkan jalur-jalur
tersembunyi dalam operasi mereka.1®

Fungsi preventif yang dijalankan oleh Polres Tanjung Balai dalam pencegahan
peredaran narkoba di wilayah perairan dimulai dari aspek patroli laut yang
dilakukan secara rutin dan terkoordinasi. Patroli laut ini tidak hanya melibatkan
personel kepolisian biasa, tetapi juga tim khusus dari Satuan Narkoba yang telah
mendapat pelatihan khusus dalam penanganan kasus narkoba di wilayah perairan.
Kegiatan patroli ini menggunakan kapal patroli yang dilengkapi dengan teknologi
deteksi modern, sistem komunikasi canggih, dan peralatan penangkapan yang
memadai untuk mengantisipasi berbagai modus operandi yang digunakan oleh
pengedar narkoba. Strategi pencegahan yang dikembangkan oleh Polres Tanjung
Balai mencakup pembentukan pos-pos pengamatan di titik-titik strategis sepanjang
garis pantai dan pulau-pulau kecil yang berpotensi menjadi tempat transit atau
penyimpanan narkoba. Pos-pos pengamatan ini diisi oleh personel yang telah
mendapat pelatihan khusus dalam mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di
wilayah perairan, termasuk kemampuan menganalisis pola pergerakan kapal,
mengidentifikasi kapal-kapal yang beroperasi pada waktu dan lokasi yang tidak
biasa.l”

Aspek koordinasi antar-instansi juga dilakukan dalam strategi pencegahan
peredaran narkoba di wilayah perairan Tanjung Balai. Polres Tanjung Balai bekerja
sama erat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan

Keamanan Laut (Bakamla), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian

16 Mukanuddin Tanjung, Kepala Satpolair Tanjung Balai, Wawancara, 28 Maret 2025.
17 Mukanuddin Tanjung, Kepala Satpolair Tanjung Balai, Wawancara, 28 Maret 2025.
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Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan terpadu di wilayah perairan.
Koordinasi ini diwujudkan melalui operasi gabungan yang dilakukan secara berkala,
pertukaran informasi intelijen, serta pembagian tugas dan wilayah pengawasan
yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.!® Kegiatan intelijen
yang dilakukan oleh Polres Tanjung Balai dalam pencegahan peredaran narkoba di
wilayah perairan meliputi pengumpulan informasi tentang jaringan sindikat
narkoba yang beroperasi di wilayah tersebut, pemetaan jalur-jalur yang biasa
digunakan untuk penyelundupan, identifikasi pelaku dan modus operandi yang
digunakan, serta analisis terhadap pola-pola perdagangan narkoba di wilayah
perairan.!?

Namun penerapan teknologi modern dalam operasi pencegahan juga menjadi
fokus utama pengembangan kapasitas Polres Tanjung Balai. Penggunaan sistem
radar pantai, kamera pengawas dengan teknologi inframerah, sistem pelacakan
kapal berbasis satelit, dan aplikasi mobile untuk pelaporan masyarakat merupakan
bagian dari modernisasi sistem pengawasan wilayah perairan. Teknologi ini
dilakukan pemantauan wilayah perairan yang luas secara real-time dan
memberikan kemampuan respons cepat terhadap aktivitas mencurigakan.?? Ketika
terdeteksi aktivitas penyelundupan narkoba, kepolisian melakukan operasi
penindakan dengan mengerahkan tim khusus. Operasi ini meliputi pengejaran
kapal, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pengamanan tempat

kejadian perkara.

B. Hambatan Dan Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Narkoba Melalui
Wilayah Perairan Tanjung Balai

Peredaran narkoba melalui jalur laut telah menjadi perhatian serius bagi
aparat penegak hukum di seluruh dunia. Menurut United Nations Office on Drugs

and Crime (UNODC, 2022), sekitar 70% perdagangan narkoba internasional

18 Randu, Kepala TNI-AL Tanjung Balai Asahan, Wawancara, 6 April 2025.
19 Mukanuddin Tanjung, Kepala Satpolair Tanjung Balai, Wawancara, 28 Maret 2025.
20 Mukanuddin Tanjung, Kepala Satpolair Tanjung Balai, Wawancara, 28 Maret 2025.
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menggunakan jalur maritim karena tingkat deteksi yang relatif rendah
dibandingkan jalur darat dan udara. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, dimana
wilayah perairan yang luas dengan ribuan pulau menjadi tantangan tersendiri bagi
aparat keamanan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan. Satuan Polisi Air
(Satpolair) Polres Tanjung Balai sebagai unit yang bertanggung jawab langsung
dalam pengawasan wilayah perairan menghadapi berbagai hambatan dalam
melaksanakan tugasnya. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat internal yang
berkaitan dengan kapasitas organisasi, tetapi juga hambatan eksternal yang
melibatkan faktor geografis, sosial, dan koordinasi antar instansi.
1. Hambatan Internal Dalam Pencegahan Narkoba
a). Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Hambatan utama yang dihadapi oleh Satpolair Polres Tanjung Balai adalah
keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah
tanggung jawab. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan,
Satpolair Polres Tanjung Balai hanya memiliki sekitar 35 personel aktif untuk
mengawasi wilayah perairan yang mencapai ratusan kilometer persegi. Rasio ini
sangat tidak ideal jika dibandingkan dengan standar internasional untuk
pengawasan maritim yang merekomendasikan minimal 1 personel untuk setiap
10kilometer persegi wilayah perairan.?!
b). Keterbatasan Anggaran Operasional

Kendala kedua yang signifikan adalah keterbatasan sarana dan prasarana
operasional. Dari 6 unit kapal patroli yang dimiliki Satpolair Polres Tanjung Balai, 2
di antaranya dalam kondisi rusak dan tidak dapat dioperasikan secara optimal
sedangkan hambatan Anggaran operasional yang terbatas menjadi hambatan ketiga
yang sangat berpengaruh terhadap intensitas dan kualitas operasi pencegahan.
Anggaran tahunan untuk operasi Satpolair hanya mencukupi untuk melakukan

patroli reguler tanpa kemampuan untuk meningkatkan frekuensi pada saat-saat

21 Mukanuddin Tanjung, Kepala Satpolair Tanjung Balai, Wawancara, 28 Maret 2025.
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kritis atau ketika terdapat informasi intelijen tentang rencana penyelundupan
narkoba.
c). Kurangnya Pelatihan Khusus

Aspek keempat dari hambatan internal adalah kurangnya pelatihan khusus
bagi personel dalam menangani kasus narkoba di wilayah perairan. Personel
Satpolair masih memerlukan peningkatan kemampuan dalam berbagai bidang
teknis, seperti teknik pemeriksaan kapal yang efektif, pengenalan modus operandi
terbaru jaringan narkoba internasional, dan teknik interogasi khusus untuk kasus
narkoba.
2. Hambatan Eksternal Dalam Pencegahan Narkoba di Wilayah Perairan
Tanjung Balai
a) Keterlibatan Oknum Aparat

Meskipun tidak dominan, keterlibatan oknum aparat dalam jaringan
peredaran narkoba juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan. Salah seorang
responden dari masyarakat menyatakan:"Ada indikasi keterlibatan oknum aparat
dalam jaringan peredaran narkoba. Hal ini tentu sangat menghambat upaya
pencegahan karena oknum tersebut dapat memberikan informasi tentang operasi

yang akan dilakukan atau memberikan perlindungan kepada para pengedar."??

b) Kondisi Geografis yang Menantang di Wilayah Perairan Tanjung Balai

Hambatan eksternal pertama yang dihadapi adalah kondisi geografis wilayah
perairan Tanjung Balai yang sangat kompleks. Wilayah ini berbatasan langsung
dengan negara tetangga dan memiliki lebih dari 20 pulau kecil tidak berpenghuni
yang sering dijadikan tempat transit oleh penyelundup narkoba. Kondisi geografis
dengan banyak teluk, selat sempit, dan pulau-pulau kecil yang tersebar menciptakan
banyak "blind spot" dalam pengawasan.?3

c) Keterbatasan Koordinasi Antar Instansi

22 Jeki, Masyarakat sekitar perairan Tanjung Balai, Wawancara, 17 April 2025.
23 Randu, Kepala TNI-AL Tanjung Balai Asahan, Wawancara, 6 April 2025.
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Hambatan eksternal terakhir adalah masih adanya keterbatasan dalam
koordinasi antar instansi yang terkait dengan keamanan maritim. Meskipun telah
ada berbagai forum koordinasi, masih terdapat ego sektoral dan tumpang tindih
kewenangan yang menghambat efektivitas pencegahan peredaran narkoba.
Syarifuddin mengakui dalam wawancara: "Koordinasi antar instansi masih perlu
ditingkatkan. Terkadang ada keterlambatan dalam berbagi informasi intelijen yang
berdampak pada keterlambatan tindakan. Kami terus berupaya memperbaiki hal ini
melalui forum koordinasi regular."24
3. Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Melalui Wilayah
Perairan Tanjung Balai

Upaya pencegahan peredaran narkoba melalui wilayah perairan Tanjung
balai dikembangkan melalui pendekatan multi-dimensional  yang
mengkombinasikan berbagai metode operasional. Pendekatan proaktif menjadi
prioritas utama, dimana kepolisian tidak hanya menunggu laporan atau informasi,
tetapi secara aktif melakukan pengumpulan intelijen dan patroli preventif. Strategi
ini didasarkan pada pemahaman bahwa pencegahan lebih efektif dan efisien
dibandingkan dengan penindakan setelah Narkoba berhasil masuk ke wilayah

Tanjung balai yakni sebagai berikut;

a) Kerjasama Antar Instansi

Kompleksitas permasalahan peredaran narkoba melalui jalur maritim
menuntut adanya kerjasama yang solid antar berbagai instansi penegak hukum dan
keamanan. Polres Tanjung Balai telah membangun mekanisme koordinasi yang
terstruktur dengan TNI Angkatan Laut Kolinlamil, Bea dan Cukai, Imigrasi, dan
Bakamla dalam bentuk operasi gabungan yang rutin dilaksanakan. Kerjasama ini
tidak hanya bersifat operasional tetapi juga meliputi pertukaran informasi intelijen,
pembagian tugas berdasarkan kompetensi masing-masing instansi, dan koordinasi

dalam penggunaan aset keamanan.25

24 Syarifuddin, Kepala kepolisian resort Tanjung Balai, Wawancara, 17 Maret 2025.
25 Syarifuddin, Kepala kepolisian resort Tanjung Balai, Wawancara, 17 Maret 2025.
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b) Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Komunitas Maritim

Masyarakat pesisir dan komunitas maritim Tanjung Balai memiliki peran
strategis sebagai mata dan telinga aparat keamanan dalam upaya pencegahan
peredaran narkoba. Kepolisian mengembangkan program pemberdayaan
masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat pengawas
(Pokmaswas) yang beranggotakan nelayan, pedagang ikan, dan tokoh masyarakat
pesisir. Pokmaswas diberi pelatihan mengenai cara mengidentifikasi aktivitas
mencurigakan, prosedur pelaporan yang aman, dan pemahaman dasar tentang
modus operandi penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Sedangkan
Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Maritim (FKMM) menjadi wadah
dialog antara aparat keamanan dengan masyarakat pesisir. Melalui forum ini,

masyarakat dapat menyampaikan masalah dan keluhan terkait keamanan maritim.

4. KESIMPULAN

Kepolisian Resort Tanjung Balai memiliki peran penting dalam pencegahan
peredaran narkoba melalui wilayah perairan, yang mencakup peran preventif,
represif, koordinatif, serta pembinaan dan rehabilitasi. Berbagai program dan
kegiatan dijalankan secara terencana dan berkelanjutan untuk menekan angka
penyelundupan narkotika. Modus operandi penyelundupan narkoba semakin
beragam dan canggih, seperti penggunaan kapal tradisional, sistem estafet antar
kapal, pemanfaatan pulau kecil sebagai transit, melibatkan kurir lokal, hingga
penggunaan teknologi modern. Namun, upaya ini menghadapi sejumlah hambatan.
Secara internal, kendala meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, anggaran, serta kurangnya pelatihan khusus. Sementara hambatan
eksternal meliputi kondisi geografis perairan yang luas dan rumit, keberadaan
jaringan narkoba yang terorganisir, rendahnya kesadaran masyarakat, keterlibatan
oknum aparat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Untuk mengatasi
hambatan tersebut, peningkatan peran kepolisian dapat dilakukan melalui

penguatan kapasitas personel, modernisasi peralatan, peningkatan sinergi antar

353

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/



Jurnal [Imiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)

E-ISSN: 2798-8457 (‘ ® ))
Vol. 8, No 2, (April) 2025

universitas
MALIKUSSALEH

lembaga, serta penerapan pendekatan yang komprehensif dan penanggulangan

peredaran narkoba di wilayah perairan Tanjung Balai.
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